[ SALINAN ]

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN PENAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa berkaitan dengan dampak penyebaran wabah
Corona Virus Disease (COVID-19) di wilayah Kabupaten
Sorong yang sampai saat ini belum usai dan berakibat
pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2021 mengalami
pengurangan/penurunan sehingga dipandang perlu
dilakukan penyesuaian makanisme pemberian tambahan
penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan
kondisi keuangan daerah yang ada;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Sorong Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian
Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;

Mengingat o 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969



Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang
Penilaian Prestasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);)
Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona
Virus Disease (COVID-19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Pegawai Negeri Sipil,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah
Kabupaten Sorong Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah  Kabupaten Sorong Nomor 2 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



Menetapkan

17.

Kabupaten Sorong (Lembaran Daerah Kabupaten
Sorong Tahun 2020 Nomor 2);

Peraturan Bupati Sorong Nomor 20 Tahun 2019
tentang tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Kepada Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah  Kabupaten Sorong (Berita Daerah

Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 20 TAHUN
2019 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 20 Tahun 2019

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong

Tahun 2019 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 4A dan

Pasal 4B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4B

Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak mengalami

pengurangan/penurunan seperti tahun anggaran sebelumnya, besaran

TPP yang diberikan kepada ASN sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan

Bupati Sorong Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sorong.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 2021

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 3



